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Optimalisasi pengadaan barang/jasa melalui 

e-procurement merupakan langkah inovatif 

pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk 

mengoptimalkan proses pengadaan. E-procurement 

memungkinkan interaksi langsung dengan penyedia 

barang/jasa melalui platform digital dengan 

menghasilkan sistem pengadaan yang lebih 

transparan, efisien, dan akuntabel. 

Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, 

tujuan pengadaan barang/jasa sebagai berikut:  

1. Memastikan setiap pengeluaran melahirkan 

barang/jasa yang tepat, dengan berbagai aspek 

seperti kualitas, kuantitas, waktu, biaya, tempat, 

dan penyedia; 

2. Mendorong pemanfaatan produk dalam negeri; 

3. Memperbesar partisipasi UMKM; 

4. Memperkuat peran pelaku usaha nasional; 

5. Mendukung riset serta penggunaan barang/jasa 

hasil penelitian; 

6. Meningkatkan kontribusi industri kreatif; 

7. Menciptakan pemerataan ekonomi serta 

memperluas peluang usaha; 

8. Mendorong keberlanjutan dalam pengadaan. 

Terselenggaranya pengadaan barang/jasa 

elektronik atau e-procurement ini merupakan 

inovasi pemerintah dalam mengubah platform 

teknologi dan pengadaan barang/jasa yang terlibat 

langsung dengan penyedia, Dengan tujuan 

meningkatkan pengadaan publik secara lebih 

berkualitas, efisien, transparan, dan akuntabel. 

Katalog elektronik atau e-katalog adalah  alat 

representasi nyata dari penerapan pengadaan 

barang/jasa pemerintahan berbasis elektronik yang 

telah diterima secara luas dan telah diatur untuk 

digunakan sejalan dengan perkembangan teknologi 

yang mengharuskan kita melaksanakan dengan 

basis elektronik. 

 

Gambar 1.1 

Alur Penyelenggaraan E-Katalog 

 

Sumber: Lampiran Keputusan LKPP No. 122 

Tahun 2022 

Berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala 

LKPP Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog 

Elektronik, proses pencantuman barang/jasa dalam 

e-katalog sektoral maupun e-katalog lokal 

mengikuti tahapan berikut: 

1. Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa; 

2. Penelaah Produk; 

3. Pembuatan Etalase Produk; 

4. Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik; 

5. Penayangan; dan 

6. Selesai. 

Kabupaten Semarang mulai menerapkan E-

Katalog Lokal secara efektif sebagai komponen dari 

kebijakan pengadaan barang/jasa elektronik sejak 

diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring di 

Kabupaten Semarang. Isi regulasi ini menekankan: 

1. Percepatan penayangan produk dalam negeri 

dan produk UMKM pada E-Katalog Lokal 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 

2. Penerapan pengadaan barang/jasa pemerintah 

dengan metode e-purchasing yang sesuai 

dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan 

serta harga yang tercantum dalam E-Katalog 

Lokal Pemerintah Kabupaten Semarang. 
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3. Melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa 

melalui e-purchasing khususnya pengadaan 

makan minum rapat dan alat tulis kantor 

dengan nilai transaksi di atas Rp. l .500.000,00 

(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku 

UMKM di Kabupaten Semarang yang telah 

tayang dalam E- Katalog Lokal Pemerintah 

Kabupaten Semarang. 

4. Meningkatkan peran UMKM sebagai penyedia 

dalam belanja pengadaan barang/jasa melalui 

e-purchasing baik dalam E-Katalog Lokal 

Pemerintah Kabupaten Semarang. 

Gambar 1.2 

Jumlah Produk Berdasarkan Jasa Penyedia, 

TKDN, dan Penyedia Produk Tayang 

Kabupaten Semarang per Mei 2024 

 

Sumber : Website Resmi E-Katalog 

Jumlah produk tayang E-Katalog lokal di 

Indonesia per Mei 2024 mencapai 4.888.434,00 

salah satunya adalah Kabupaten Semarang 

mencapai 13.036 unit produk tayang, dengan jenis 

penyedia E-katalog ini diisi oleh UMKM Kecil, 

UMKM menengah, UMKM mikro, dan non 

UMKM. 

Sebagai pusat administrasi dan koordinasi 

kegiatan pengadaan barang/jasa, LPSE Kabupaten 

Semarang memiliki peran strategis dalam 

memastikan bahwa proses pengadaan berjalan baik. 

Sejauh proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten 

Semarang masih ditemukan berberapa 

permasalahan, salah satunya adalah permasalahan 

Sumber Daya Manusia dalam proses pengadaan.  

Berdasakan Surat Edaran Bupati Semarang 

Nomor 027/00500/2024 Tentang Optimalisasi 

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan 

Pejabat Pengadaan serta Pelaksanaan E-Purchasing 

Tahun Anggaran 2024. Dibuktikan dengan Surat 

Pengantar Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 027/PBJ/020/1/2024 tentang Daftar Nama 

Personil UKPBJ sebagai Pejabat Pengadaan di OPD 

Tahun Anggaran 2024, dimana tidak semua 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai 

personil UKPBJ yang memenuhi persyaratan 

dengan tidak memiliki sertifikasi kompetensi 

Pejabat Pengadaan  dan/atau Sertifikat PBJ Tingkat 

Dasar/Level 1 sebagai Pejabat Pengadaan dalam 

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa 

pemerintah.  

Proses pengadaan barang/jasa bersifat krusial 

dengan tingkat pekerjaan yang tinggi, sehingga 

membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memadai. Dalam pelaksanaaannya, dari 46 

Organisasi perangkat Daerah di Kabupaten 

Semarang, hanya 9 OPD yang mempunyai personil 

UKPBJ  memenuhi persyaratan, sehingga 37 OPD 

lainnya tidak memiliki Pejabat Pengadaan (PA), hal 

ini menunjukan kurangnya personil pengadaan dan 

membuat personil Lembaga Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) Kabupaten Semarang ditunjuk 

menjadi PA, sehingga memiliki beban ganda yang 

membuat pekerjaan tidak maksimal.  

Gambar 1. 3 

Alur Pendaftaran E-katalog 

 

Sumber : Direktoran Pengambangan Sistem Katalog 

LKPP 
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Permasalahan lain yaitu rumitnya mekanisme 

pengadaan bagi penyedia/pelaku Usaha Mikro, 

Usaha Kecil, dan Koperasi. Sumber daya penyedia 

yang lemah khususnya penyedia/pelaku UMKM 

juga menjadi permasalahan dalam impelementasi 

kebijakan. Banyak penyedia belum paham terkait 

kebijakan baru ini dan sering kali dinilai kurang 

mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru 

yang mengakibatkan banyak penyedia tidak 

memenuhi standar operasional yang diharapkan. 

Persoalan mengenai ketidakpahaman 

penyedia ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh LPSE Kabupaten Semarang. 

Sosialisasi hanya dilaksanakan satu kali pada awal 

pelaksaanaan kebijakan dan penyebarluasan 

informasi hanya sebatas websitte, dan media sosial 

tertentu saja.  

Gambar 1. 4 

Media Sosialisasi E-Katalog di Kabupaten 

Semarang 

 

Sumber : UKPBJ Kabupaten Semarang 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah 

disampaikan di atas penting untuk mengetahui 

sejauh mana kebijakan e-Katalog telah 

diimplementasikan dan apa saja faktor pendukung 

serta penghambat dalam pelaksanaannya, sehingga 

dari latar belakang belakang permasalahan tersebut, 

Peneliti tertarik untuk mengambil Judul 

“Implementasi Kebijakan E-Katalog sebagai 

wujud Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di 

Kabupaten Semarang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan 

dalam latar belakang, maka penulis menyajikan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan e-

katalog sebagai wujud pengadaan 

barang/jasa elektronik di Kabupaten 

Semarang? 

2. Apa  faktor pendorong dan penghambat 

impementasi kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan merujuk 

pada permasalahan yang telah dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan 

e-katalog sebagai wujud pengadaan 

barang/jasa elektronik di Kabupaten 

Semarang. 

2. Untuk menganalisis faktor pendorong dan 

penghambat impementasi kebijakan e-

katalog di Kabupaten Semarang. 

 

D. Kerangka Teori 

Administrasi Publik 

Dunsire dalam (Keban, 2014:3) 

mendefinisikan administrasi sebagai tindakan 

pengaturan, pengawasan, pelaksanaan, pemberian 

arahan, pembuatan prinsip-prinsip pelaksanaan 

kebijakan publik, analisis kebijakan, pembuatan 

keputusan, dan presentasi pertimbangan kebijakan. 

Administrasi juga termasuk kegiatan individu dan 

kelompok dalam menciptakan barang dan jasa 

publik, serta sebagai elemen penting dalam bidang 

akademik. 

Paradigma Administrasi Publik 

Nicholas Henry dalam (Rachmat. I, 2023:5) 

terjadi pergeseran dalam paradigma administrasi 

negara yang terbagi menjadi enam, yaitu sebagai 
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berikut : (1) Dikotomi Politik-Administrasi; (2) 

Prinsip-Prinsip Administrasi; (3) Administrasi 

Publik sebagai Ilmu Politik; (4) Administrasi Publik 

sebagai Ilmu Administrasi;  (5) Administrasi Publik 

sebagai Administrasi Publik; (6) Good Governance. 

Kebijakan Publik 

Menurut Nugroho dalam (Wahab, 2012:4) 

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dapat 

dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Dengan 

demikian, kebijakan publik menjabarkan tentang 

tindakan daripada mengatakan apa yang ingin 

dilakukan pemerintah dalam kata lain yaitu 

pemangku kepentingan. Sebuah keputusan 

pemerintah untuk bisa melakukan atau tidak 

kebijakan publik karena memiliki efek yang sama 

dengan keputusan pemerintah lainnya. 

Implementasi Kebijakan  

Menurut Riant Nugroho (2014:686-668), 

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan 

keputusan kebijakan oleh aparat pemerintah yang 

melibatkan berbagai tahap dari perencanaan hingga 

evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Implementasi ini mencakup bagaimana 

kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan dan 

bagaimana pelaksanaannya. 

Untuk melihat dimensi keberjalanan di 

lapangan didasarkan sebagai berikut: 

1. Ketepatan kebijakan menekankan bahwa 

implementasi kebijakan harus sesuai dengan 

masalah yang dihadapi; 

2. Ketepatan pelaksana menekankan bahwa 

implementasi kebijakan harus dijalankan oleh 

aktor atau institusi yang tepat; 

3. Ketepatan target menekankan bahwa 

implementasi kebijakan harus menyasar 

kelompok sasaran yang tepat dan penerima 

manfaat; 

4. Ketepatan lingkungan menekankan bahwa 

pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan 

konteks lingkungan di mana kebijakan tersebut 

akan diimplementasikan, dan  

5. Ketepatan proses merujuk pada pentingnya 

memastikan bahwa setiap tahapan dalam 

proses implementasi kebijakan dilakukan 

secara benar dan sesuai dengan prosedur. 

Faktor Pendorong dan Penghambat 

Implementasi Kebijakan 

Model George C. Edwards III dalam (Tahir 

2014: 61-62), mempertimbangkan empat faktor 

yang dapat mendorong dan menghambat 

implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Komunikasi, implementasi akan lebih efektif 

jika informasi yang disampaikan jelas dan 

tepat. 

2. Sumber daya, seperti tersedianya tenaga kerja, 

dana, dan sarana. 

3. Disposisi atau Sikap pelaksana, seperti 

dukungan dan komitmen agen pelaksana 

kebijakan. 

4. Struktur birokrasi yang mendorong atau 

menghambat kelancaran pelaksanaan 

kebiajakan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data dilakukan dengan model 

interaktif Miles dan Huberman, yang melibatkan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik pengumpulan sampel 

menggunakan purposive sampling dan validitas data 

melalui triangulasi sumber. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

beberapa informan, antara lain: 

1. Kepala UKPBJ Kabupaten Semarang, 

2. Kepala LPSE Kabupaten Semarang, 
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3. Pegawai Administrasi Umum/Pejabat 

Pengadaan (PP), dan 

4. Penyedia e-katalog lokal Kabupaten 

Semarang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan e-katalog sebagai wujud 

pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten 

Semarang 

Implementasi kebijakan e-katalog sebagai 

wujud pengadaan barang/jasa elektronik di 

Kabupaten Semarang merupakan langkah strategis 

untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah. 

Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Bupati Nomor 

1 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Melalui E-Katalog Lokal dan Toko Daring, yang 

sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong 

digitalisasi dalam pengelolaan anggaran dan 

pengadaan. Melalui sistem e-katalog, proses 

pengadaan tidak hanya menjadi lebih cepat dan 

efisien, tetapi juga memberikan peluang bagi pelaku 

usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menganalisis bagaimana kebijakan e-katalog 

diimplementasikan di Kabupaten Semarang 

menggunakan teori implementasi kebijakan menurut 

Riant Nugroho (2014), yakni: 

1. Ketepatan Kebijakan 

 Dari hasil penelitian indikator ketepatan 

kebijakan menunjukan bahwa kebijakan e-katalog 

di Kabupaten Semarang relevan dengan kebutuhan 

daerah untuk mengoptimalkan proses pengadaan 

barang/jasa di tingkat daerah. Sebelumnya, e-

katalog hanya berfokus pada katalog nasional dan 

sektoral, dan menyebabkan keterbatasan dalam 

pemenuhan kebutuhan spesifik instansi daerah. Hal 

ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan di 

lapangan dengan mekanisme yang disediakan oleh 

katalog yang bersifat umum. Dengan adanya 

perubahan kebijakan dari LKPP, pengelolaan 

katalog lokal diserahkan kepada daerah, sehingga 

memungkinkan proses pengadaan menjadi lebih 

efektif dan efisien.  

 Kebijakan ini juga berasil mendorong e-

katalog lokal menjadi pilihan utama dalam 

pengadaan barang/jasa, mempercepat proses, dan 

memberikan kemudahan bagi penyedia lokal untuk 

menayangkan produk mereka secara langsung. 

Selain itu, optimalisasi penggunaan e-katalog lokal. 

turut mendukung pengembangan ekonomi daerah 

dengan membuka akses lebih luas bagi pelaku 

UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan 

pemerintah. Adanya kesenjangan antara indikator 

efektivitas yang diharapkan dengan realita di 

lapangan menekankan bahwa peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung 

sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan e-

katalog di Kabupaten Semarang. 

 Implementasi kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang dinilai tepat kebijakan karena 

memiliki kesesuaian dengan tujuannya, yaitu 

mendukung peningkatan efisiensi, efektivitas, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses 

pengadaan barang/jasa. 

2. Ketepatan Pelaksana 

 Pelaksana kebijakan e-katalog di Kabupaten 

Semarang terdiri dari Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ), Lembaga Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE), Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), dan penyedia e-katalog lokal Kabupaten 

Semarang. Agar tujuan dapat dicapai dan kebijakan 

dapat diterapkan dengan baik, pelaksana kebijakan 

harus memiliki kemampuan, kewenangan, dan 

pemahaman yang memadai. Namun  implementasi 

kebiajakan e-katalog sebagai wujud pengadaan 

barang/jasa di Kabupaten Semarang menunjukan 
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hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat dari 

tingkat keterpenuhan personel hanya mencapai 60% 

dan beberapa OPD belum memiliki personel yang 

memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Surat 

Edaran Bupati Nomor 027/00500/2024 yang 

mensyaratkan pejabat pengadaan memiliki sertifikat 

Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar atau Level 1. 

 Meskipun aktor implementasi kebijakan 

mencerminkan sikap proaktif dan positif terhadap 

pembelajaran berkelanjutan, serta komitmen untuk 

mengikuti perkembangan kebijakan dalam 

pengadaan barang/jasa, keterbatasan personel ini 

menjadi kendala dalam mencapai hasil yang 

optimal. Demikian menunjukkan bahwa ketepatan 

pelaksana dikategorikan belum sepenuhnya tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. 

3. Ketepatan Target  

 Berdasarkan hasil penelitian, implementasi 

kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang masih 

menghadapi berbagai tantangan signifikan terkait 

kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, 

terutama di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha 

yang belum familiar dengan teknologi digital, yang 

menyebabkan mereka kesulitan beradaptasi dengan 

sistem pengadaan berbasis elektronik yang diusung 

oleh kebijakan ini. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara tujuan kebijakan untuk 

memodernisasi pengadaan barang/jasa dengan 

kenyataan di lapangan, di mana kelompok sasaran, 

yaitu UMKM, belum siap untuk mengoperasikan 

sistem tersebut dengan efektif. 

 Selain itu, terdapat permasalahan 

kemampuan teknis penyedia untuk menggunakan 

sistem e-katalog. Penyedia merasa sistem yang ada 

saat ini terlalu rumit dan tidak cukup ramah 

pengguna (user-friendly), Hal ini menjadi masalah 

serius, mengingat banyak pelaku usaha UMKM 

yang tidak memiliki keterampilan teknologi yang 

memadai untuk mengelola sistem pengadaan secara 

elektronik. Penyederhanaan dan pemahaman yang 

lebih baik mengenai penggunaan e-katalog menjadi 

tuntutan penting agar kebijakan ini dapat 

diimplementasikan secara efektif dan dapat diterima 

oleh seluruh pihak yang terlibat. Demikian 

mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan 

bertujuan untuk mendorong penggunaan e-katalog, 

implementasinya masih menghadapi hambatan dari 

segi kesiapan teknologi pada kelompok sasaran 

(UMKM). 

 Meskipun demikian, ada kesadaran bahwa 

perubahan menuju penggunaan e-katalog adalah 

suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari, 

mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan 

tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan 

pemerintah yang lebih transparan dan efisien. Para 

penyedia, meskipun awalnya kesulitan, diharapkan 

dapat beradaptasi seiring berjalannya waktu. 

Namun, implementasi kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang belum berjalan secara 

optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah 

rendahnya kesiapan teknologi dan kurangnya 

pemahaman dari kelompok sasaran, terutama 

UMKM, yang menjadi fokus utama kebijakan ini. 

Tanpa adanya peningkatan dalam hal ini, kebijakan 

e-katalog akan sulit mencapai hasil yang diinginkan, 

yaitu mendorong efisiensi dan transparansi dalam 

pengadaan barang/jasa.  

 Tantangan dalam implementasinya sangat 

bergantung pada kesiapan teknologi dan 

keterampilan sumber daya manusia, khususnya di 

kalangan UMKM. Ketidaksiapan ini tidak hanya 

menghambat adaptasi terhadap sistem, tetapi juga 

mengurangi efektivitas kebijakan itu sendiri. Oleh 

karena itu, untuk mengoptimalkan implementasi 

kebijakan e-katalog, perlu ada upaya yang lebih 

besar dalam hal pelatihan dan pembinaan teknologi 

kepada UMKM serta penyederhanaan sistem yang 

digunakan, sehingga semua pihak dapat 

menggunakannya dengan lebih mudah dan efektif. 
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4. Ketepatan Lingkungan 

Berdasarkan hasil penelitian, lingkungan 

internal dan ekternal  memainkan peran penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan e-

katalog di Kabupaten Semarang. . Lingkungan 

internal yang efektif ditunjukkan melalui koordinasi 

yang baik antar aktor implementasi, seperti OPD, 

LPSE, dan penyedia barang/jasa. Koordinasi ini 

menjadi kunci utama dalam membangun 

kepercayaan, meningkatkan partisipasi, serta 

memastikan setiap pihak memahami peran dan 

tanggung jawabnya dalam proses pengadaan 

berbasis elektronik. 

Meskipun demikian, tantangan teknis dan 

perubahan pola kerja masih sering dihadapi, 

terutama dalam hal adaptasi terhadap sistem 

teknologi yang digunakan. Beberapa aktor masih 

memerlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman 

terkait mekanisme e-katalog agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan optimal. Selain itu, dukungan dari 

pimpinan daerah serta komitmen dari setiap aktor 

pelaksana juga menjadi elemen penting dalam 

memastikan lingkungan internal yang kondusif. 

Lingkungan eksternal kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang memainkan peran penting 

dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan ini. Dukungan dari penyedia lokal, 

terutama UMKM, menjadi salah satu faktor utama 

yang mendorong efektivitas kebijakan. Penyedia 

yang telah beralih ke sistem e-katalog umumnya 

memberikan respons positif, meskipun sebagian 

masih menghadapi tantangan dalam hal adaptasi 

teknologi dan pemahaman terhadap prosedur 

pengadaan elektronik. 

Interaksi antara penyedia dan pemerintah 

melalui LPSE berjalan dengan baik, dimulai dengan 

proses pendaftaran, hingga transaksi. Sistem ini 

tidak hanya mempermudah komunikasi antara 

kedua belah pihak tetapi juga meningkatkan 

transparansi dalam setiap tahap pengadaan 

barang/jasa. Namun, kesiapan teknologi di kalangan 

penyedia, terutama UMKM, masih memerlukan 

perhatian lebih, seperti pelatihan berkelanjutan dan 

pendampingan teknis yang memadai.Selain 

dukungan dari penyedia, partisipasi aktif dari 

masyarakat dan peran media juga turut 

berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan serta 

pemahaman terhadap kebijakan e-katalog. 

Penyebaran informasi yang luas dan keterlibatan 

publik dalam mengawasi jalannya kebijakan 

membantu menciptakan akuntabilitas yang lebih 

baik dalam proses pengadaan di Kabupaten 

Semarang. 

5. Ketepatan Proses 

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan proses 

dalam implementasi kebijakan e-katalog sebagai 

wujud pengadaan barang/jasa di Kabupaten 

Semarang telah dideskripsikan belum berjalan 

dengan baik. Terdapat tantangan yang masih harus 

diatasi, seperti belum adanya SOP lokal yang 

spesifik menyebabkan fleksibilitas dari optimalisasi 

menjadi terbatas, kesiapan teknoogi dan 

keterampilan penyedia terutama UMKM yang 

masih memerlukan perhatian khusus dalam bentuk 

pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif, 

dan moitoring evaluasi yang perlu dilakukan lebih 

mendalam untuk memastikan setiap tahapan 

berjalan sesuai degan tujuan yang telah ditetapkan. 

Faktor Pendorong dan Penghambat 
Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai 

Wujud Pengadaan Barang/Jasa Elekronik di 
Kabupaten Semarang 

Keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendorong 

maupun penghambat, yang menentukan efektivitas 

implementasi. Implementasi kebijakan e-katalog 

sebagai wujud pengadaan barang/jasa elektronik di 

Kabupaten Semarang dianalisis menggunakan teori 

implementasi kebijakan Edward III. Terdapat empat 
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faktor utama yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Komunikasi 

 Proses komunikasi dalam implementasi 

kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah 

berjalan tetapi belum mencapai hasil yang 

dikategorikan optimal. Pemerintah Kabupaten 

Semarang, melalui Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 

2023, telah mengatur tentang optimalisasi 

penggunaan e-katalog dan toko daring. Komunikasi 

kebijakan ini dilakukan melalui berbagai metode 

untuk menjangkau Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), penyedia barang/jasa, dan pihak terkait 

lainnya. Pimpinan daerah secara proaktif 

memastikan implementasi kebijakan baru, termasuk 

rencana penerapan e-katalog versi 6, dengan 

mengeluarkan peraturan dan mendorong persiapan 

yang diperlukan. 

 Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kanal, 

seperti media sosial, website resmi, surat resmi, 

rapat koordinasi, bimtek (bimbingan teknis), dan 

kegiatan pembinaan. Selain itu, layanan informasi 

juga disediakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 

kantor PBJ untuk memastikan aksesibilitas 

informasi tetap terjaga. LPSE Kabupaten Semarang 

secara rutin mengadakan rapat koordinasi dan 

sosialisasi, bahkan berperan sebagai narasumber 

dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Disperindag. Dukungan pelatihan dari LKPP juga 

menjadi bagian penting dalam penyampaian 

informasi dan peningkatan kapasitas penyedia. 

Namun, tidak semua penyedia barang/jasa dapat 

dijangkau langsung dalam kegiatan sosialisasi 

akibat keterbatasan sumber daya dan waktu. 

Penyedia yang mengikuti sosialisasi merasa 

diuntungkan karena mendapatkan pemahaman 

terkait inovasi dan mekanisme terbaru dalam e-

katalog. Pada tahap awal implementasi, sosialisasi 

dilakukan secara intensif untuk memperkenalkan 

sistem e-katalog dan meningkatkan kesiapan OPD 

dan penyedia barang/jasa. Namun, seiring 

berjalannya waktu, sosialisasi langsung menjadi 

lebih minim dan bergantung pada materi edukasi 

seperti video tutorial dan panduan tertulis. 

 Meskipun komunikasi terus dilakukan, 

penyedia baru masih membutuhkan sosialisasi 

tambahan untuk memahami sistem dengan baik. 

Saluran komunikasi melalui media sosial, 

WhatsApp, dan website resmitelah membantu 

penyebaran informasi dengan lebih cepat dan luas. 

Akan tetapi, belum adanya forum khusus untuk 

penyedia barang/jasamenjadi salah satu kelemahan 

yang signifikan dalam komunikasi kebijakan ini. 

Forum ini seharusnya dapat menjadi sarana diskusi, 

penyampaian informasi yang lebih terpusat, serta 

wadah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi 

oleh penyedia. 

 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

untuk memastikan informasi kebijakan 

tersampaikan dengan baik, seperti melalui 

sosialisasi formal, penggunaan media sosial, 

website resmi, dan pelatihan. Meskipun demikian, 

masih ada beberapa kelemahan yang perlu 

diperbaiki antara lain kurangnya forum khusus bagi 

penyedia, keterbatasan sosialisasi untuk penyedia 

baru, serta kurangnya konsistensi dalam 

penyampaian informasi kebijakan. Selain itu, masih 

ada kendala dalam komunikasi, seperti perbedaan 

pemahaman terkait prosedur e-katalog dan pola 

komunikasi yang terbatas. 

2. Sumber Daya 

Berbicara mengenai sumber daya dalam 

implementasi kebijakan e-katalog di Kabupaten 

Semarang menghadapi berbagai tantangan yang 

memiliki pengaruh efektivitas kebijakan ini. 

Pertama, sumber daya manusia terdapat 

kekurangan, terutama pada Jabatan Fungsional 

Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ). Dari jumlah ideal 
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25 orang, hanya tersedia 15 orang, yang 

menyebabkan personel harus merangkap tugas 

untuk menutupi kekurangan tersebut. Kekurangan 

ini berdampak pada kemampuan untuk mengelola 

proses pengadaan dengan optimal. 

Kedua, sumber daya anggaran terbatas. 

Menurut Widodo (2017: 100), keterbatasan dana 

menyebabkan pelaksana kebijakan tidak dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan 

maksimal, yang pada akhirnya berpotensi 

menyebabkan kegagalan program. Anggaran yang 

tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan 

e-katalog relatif kecil, hanya sekitar 60 juta rupiah, 

yang digunakan untuk kebutuhan operasional 

seperti alat tulis kantor (ATK) dan pencetakan bukti 

pengadaan. Meskipun demikian, investasi awal pada 

sistem e-katalog dianggap lebih efisien 

dibandingkan dengan biaya berulang yang 

diperlukan dalam pengadaan manual. 

Ketiga, sumber daya infrastruktur. Menurut 

Yonatan, et al (2014). Sebagaimana yang 

dikemukakan Tegoro, (dalam Yonatan, et al 

2014:531) bahwa dalam rangka mempercepat 

pembangunan dan implementasi kebijakan terlebih 

dahulu perlu dipersiapkan infrastrukur yang 

memadai. Pemenuhan infrastruktur khususnya 

terkait koneksi internet dan perangkat (device), juga 

menjadi perhatian utama. Meskipun fasilitas dasar 

seperti komputer telah tersedia, jumlah perangkat 

tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung 

kebutuhan kerja yang fleksibel. Beberapa petugas 

bahkan masih menggunakan laptop pribadi, yang 

menunjukkan perlunya tambahan perangkat untuk 

memastikan kelancaran proses implementasi e-

katalog. 

3. Disposisi 

Disposisi pelaksana kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang menunjukkan perkembangan 

yang positif meskipun terdapat beberapa tantangan 

awal. Dalam konteks kebijakan e-katalog, sikap 

pelaksana kebijakan menunjukkan adanya 

kecenderungan untuk mendukung kebijakan ini, 

terutama setelah mereka menyadari manfaat yang 

diberikan oleh sistem e-katalog dalam 

meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan. 

Meskipun ada faktor kenyamanan dan 

fleksibilitas yang membuat sebagian pelaksana 

kebijakan lebih memilih pengadaan manual, seiring 

waktu, mereka mulai mengubah mindset untuk 

beralih ke sistem e-purchasing. Proses adaptasi ini 

tidak berjalan mulus, namun sebagian besar 

pelaksana kebijakan sudah berkomitmen untuk 

mengikuti prosedur yang ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa disposisi pelaksana kebijakan, 

baik pejabat pengadaan maupun penyedia 

barang/jasa, cenderung positif dan mendukung 

implementasi kebijakan e-katalog. Selain itu, 

terdapat tantangan terkait dengan kurangnya 

peraturan resmi yang mengatur pelaksanaan 

kebijakan e-katalog di tingkat daerah, yang masih 

menjadi perhatian sebagian pejabat pengadaan. 

Meskipun demikian, mereka tetap merasa 

berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan 

berdasarkan instruksi yang ada, dan kesungguhan 

mereka dalam menjalankan kebijakan tetap terjaga. 

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana 

kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah 

berjalan dengan baik, meskipun ada hambatan awal 

terkait penyesuaian terhadap sistem baru dan 

preferensi terhadap metode pengadaan manual. 

Kerjasama yang baik antara pelaksana kebijakan 

dan penyedia e-katalog menunjukkan adanya 

komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan 

kebijakan ini dengan tujuan meningkatkan 

optimalisasi proses pengadaan barang/jasa di 

Kabupaten Semarang.  

 



11 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah 

dikategorikan baik mesipun masih ditemukan 

tantangan. Pembagian tugas yang jelas antara 

pimpinan daerah, pejabat pengadaan, OPD, dan 

penyedia e-katalog memastikan adanya koordinasi 

yang terstruktur dan efisien. Meskipun belum ada 

peraturan resmi yang mengatur e-katalog, instruksi 

dari pimpinan daerah menjadi dasar yang kuat untuk 

melaksanakan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan 

adanya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang 

baik antara pimpinan daerah dan pelaksana 

kebijakan, yang memungkinkan implementasi 

kebijakan meskipun tanpa regulasi formal. 

Dalam struktur birokrasi yang baik, setiap 

pelaksana kebijakan memahami peran dan tanggung 

jawab spesifiknya. Tanggung jawab ini mencakup 

pemenuhan aturan yang telah ditetapkan dan 

pengambilan langkah mitigasi jika terjadi hambatan 

atau masalah dalam proses implementasi. Struktur 

birokrasi yang jelas juga mempermudah 

pengelolaan risiko yang tinggi dalam proses 

pengadaan barang atau jasa, yang melibatkan 

banyak tahapan.   

Tantangan utama dalam struktur birokrasi 

adalah mengubah pola pikir pelaksana dan penyedia 

yang masih cenderung nyaman dengan metode 

pengadaan manual. Meskipun e-purchasing telah 

diterapkan untuk pengadaan di atas 1 juta rupiah, 

pengadaan manual masih sering dilakukan karena 

kurangnya sanksi yang tegas terhadap penyedia 

yang tidak mengikuti sistem e-katalog. Selain itu, 

faktor kenyamanan dan proses adaptasi terhadap 

sistem baru juga menjadi hambatan dalam 

percepatan implementasi e-katalog. 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat 

tantangan dalam mengubah pola pikir dan kebiasaan 

lama, struktur birokrasi dalam implementasi 

kebijakan e-katalog di Kabupaten Semarang telah 

dikategorikan baik. Koordinasi yang solid antara 

pimpinan daerah, pejabat pengadaan, dan penyedia 

e-katalog, serta pembagian tugas yang jelas, 

memastikan bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan 

secara efisien dan efektif, meskipun belum ada 

regulasi formal yang mengaturnya. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai 

Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di 

Kabupaten Semarang 

Berdasarkan dari hasil penelitian, 

implementasi kebijakan e-katalog sebagai wujud 

pengadaan barang/jasa elektronik di Kabupaten 

Semarang telah menunjukan perkembangan yang 

signifikan. Didukung oleh beberapa indikator yang 

telah dikategorikan baik yaitu Ketepatan 

kebijakan, yang terbukti relavan dengan kebutuhan 

daerah, membuka peluang lebih luas bagi UMKM 

lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah. Ketepatan lingkungan didukung oleh 

sinergi antara lingkungan internal dan eksternal, 

seperti OPD, LPSE, dan penyedia barang/jasa, serta 

ada dukungan dari pimpinan daerah. Adapun 

indikator yang masih ditemukan beberapa tantangan 

dalam implementasi kebijakan yaitu Ketepatan 

pelaksana masih terkendala oleh keterbatasan 

personel, dengan tingkat keterpenuhan yang hanya 

mencapai 60% serta belum meratanya kualifikasi di 

OPD. Ketepatan target menghadapi hambatan 

karena banyak penyedia dari UMKM masih 

kesulitan beradaptasi dengan sistem e-katalog akibat 

keterbatasan teknologi dan pemahaman. Selain itu, 

ketepatan proses juga masih perlu diperbaiki, 

terutama karena belum adanya SOP lokal serta 

keterbatasan kesiapan teknologi dan keterampilan 

penyedia yang menjadi kendala utama. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai Wujud 
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Pengadaan Barang/Jasa Elektronik di Kabupaten 

Semarang dikategorikan belum optimal, karena 

kebijakan tersebut belum tepat pelaksana, tepat 

terget, dan tepat proses. 

Faktor Pendorong dan Penghambat 

implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai 

Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di 

Kabupaten Semarang 

 Implementasi kebijakan e-katalog di 

Kabupaten Semarang telah menunjukkan 

perkembangan yang cukup. Faktor yang mendorong 

keberhasilan implementasi diantaranya adalah 

Disposisi, yang ditandai dengan komitmen dan 

sikap positif dari pelaksana yang memberikan 

dukungan implementasi kebijakan. Adapun 

beberapa faktor yang masih terdapat beberapa 

tantangan dalam implementasinya, antara lain: 

Komunikasi dikategorikan belum optimal karena 

kurangnya intensitas komunikasi, keterbatasan 

sumber daya, serta ketiadaan forum khusus bagi 

penyedia baru. Sumber Daya juga menjadi kendala 

utama, terutama terkait keterbatasan SDM dalam 

Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa 

(JFPBJ), alokasi anggaran yang terbatas, serta 

infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, 

Struktur Birokrasi juga menghadapi hambatan, 

terutama dalam perubahan pola pikir pelaksana dan 

penyedia, kurangnya sanksi tegas, serta kendala 

adaptasi yang masih menghambat efektivitas 

implementasi. 

SARAN 

 Adapun saran yang diberikan untuk 

mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan 

e-katalog sebagai wujud pengadaan barang/jasa di 

Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

Implementasi Kebijakan E-Katalog Sebagai 

Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di 

Kabupaten Semarang 

1. Ketepatan Pelaksana 

 Pemerintah daerah perlu meningkatkan 

program pelatihan dan sertifikasi Intensif bagi 

pelaksana kebijakan untuk memastikan seluruh 

personel memiliki kompetensi yang memadai.  

2. Ketepatan Target 

 Pendampingan rutin dan pelatihan kepada 

pelaku UMKM perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan mereka dalam 

menggunakan sistem e-katalog sehingga dapat 

mengoperasikan platform secara mandiri dengan 

baik. 

3. Ketepatan Proses 

 Pemerintah Kabupaten Semarang perlu 

segera menyusun SOP lokal yang spesifik terkait 

implementasi kebijakan e-katalog untuk 

meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam 

pelaksanaannya. Perlu dilakukan penyederhanaan 

sistem e-katalog agar lebih ramah pengguna dan 

mudah dipahami penyedia, khusunya UMKM. 

Faktor Pendorong dan Penghambat 

implementasi Kebijakan E- Katalog Sebagai 

Wujud Pegadaan Barang/Jasa Elektronik di 

Kabupaten Semarang 

1. Komunikasi 

 UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang 

perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan 

bimbingan teknis terutama bagi UMKM lokalguna 

memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem 

e-katalog. UKPBJ dan LPSE Kabupaten Semarang 

perlu membentuk forum komunikasi berbasis 

aplikasi seperti WhatsApp yang melibatkan 

penyedia barang/jasa sebagai sarana diskusi dan 

penyelesaian kendala. 
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2. Sumber Daya 

 Meningkatan program pelatihan bimtek bagi 

personel dan penyedia untuk memastikan seluruh 

sumber daya pelaksana memiliki kompetensi yang 

dapat mendorong optimalisasi kebijakan. 

Keterbatasan dana dengan menjalin kerja sama 

dengan pihak swasta atau instansi lain untuk 

mendukung dan memaksimalkan anggaran. 

Keterbatasan infrastruktur dengan maksimalkan 

penggunaan fasilitas yang sudah tersedia, lakukan 

perawatan berkalaagar infrastruktur tetap berfungsi 

optimal.  

3. Struktur Birokrasi 

 Pemerintah daerah perlu menetapkan 

mekanisme sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang 

tidak mematuhi kebijakan penggunaan e-katalog 

guna mendorong kepatuhan dan konsistensi dalam 

implementasi. 
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